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  ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan 
Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara 
Penagihan Pajak Daerah.   
 

  - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; 
UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 55 
Tahun 2016; Permenkeu No. 207/PMK.07/2018; Perda Kota Yogyakarta No. 
8 Tahun 2010; Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah 
diubah dengan Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2018; Perda Kota 
Yogyakarta No. 2 Tahun 2011.   
 

  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pelaksanaan tindakan 
Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi 
atau Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan. Terkait dengan jangka 
waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak 
dipungut paling lama satu bulan sejak dikirimnya SKPD dan enam bulan sejak 
diterimanya SPPT.   
 

 CATATAN : -  
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2021. 
 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai 
Penagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 102 
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan, Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Peraturan 
Walikota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan 
masih tetap berlaku. 
 
Lampiran : 10 hlm. 

 


